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PENDAHULUAN 

Dalam era globalisasi  

perkembangan perekonomian teknologi 

yang semakin canggih dapat 

mempengaruhi setiap aktivitas 

pemerintah, baik perusahaan pemerintah 

maupun perusahaan swasta. Masalah yang 

dihadapi pemerintah juga semakin rumit 

dan sulit terutama saat penyajian laporan 

keuangan.Untuk dapat mencapai tujuan 

good governance  pemerintahan selalu 

menghadapi masalah baik dariluar 

maupun dari dalam pemerintah, oleh 

karena it perlu dilakukan adanya 

pengendalian intern yang dapat mengatasi 

atau membantu  memperlancar kegiatan 

organisasi dan memperkecil terjadinya 

resiko dalam kesalahan atau 

penyimpangan disetiap aktivitas yang 

dilakukan  pemerintah. Setiap 

pemerintahan daerah memiliki tujuan 

yang ingin dicapai, baik yang bersifat 

jangka panjang ataupun jangka 

pendek.menunjangpercepatan dan perluasan 

pembangunan ekonomi pemerintah daerah. 

Pemerintah daerah tidk akan dapat 

mencapaii tujuan tersebut tanpa adanya aset 

yang dapat membantu kelancaran 

operasional rutin kegiatan pemerintah, 

terutama aset tetap (fixed asset). Aset tetap 

adalah aset yang dimiliki pemerintah 

memiliki peran sangat penting, dengan 

adanya aset tetap pemerintah dapat 

menjalankan aktivitas kegiatan operasional 

rutinnya dengan baik.Asset tetap yaitu  

suatu unsur yang harus dikelola dengan 

baik agar dapat menghasilkan suatu 

informasi yang handal dalam laporan 

keuangan daerah.Pengelolaan aset tetap 

merupakan modal awal bagi pemerintah 

daerah yang dapat melakukan 

pengembangan dalam kemampuan 

keuangannya serta menunjang peran dan 

fungsi pemerintah daerah untk 
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meningkatkan efesiensi, efektiivitas, dan 

menciptakan nilai tambahan dalam 

mengelola asset hal ini sebagai bentuk 

pemberi pelayanan publik kepada 

masyarakat. 

Dalam peraturan standar akuntansi 

pemerintah PSAP nomor 71 tahun 2010 ( 

2011;402) adalah : 

a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas 

pelaporan namun dimanfaatkan oleh 

entitas lainya misalnya, instansi 

pemerintah lainya, universiitas, dan 

kontraktor. 

 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Siak adalah pemerintah yang adadi 

kabupaten siak  yang bertugas  

melaksanakan urusan pemerintahan 

daerah berdasarkan asas ekonomi dan 

tugas pembantuan dibidang pendidikan 

dan kebudayaan. Di pimpin  seorang 

kepala dinasyang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada bupati dalam 

menentukan kebijaksanaan dibidang 

perencanan serta penilaian atas 

pelaksanaannya. Dinas pendidikan dan 

kebudayaan kabupaten siak memerlukan 

aset tetap didalam menjalankan 

aktivitasnya. Aset yang digunakan sebagai 

memperlancar dalam suatu kegiataan yang 

ada pada dinas dan mempermudah dalam 

suatu pekerjaan.  Aset tetap yang dimiliki 

Dinas pendidikan dan kebudayaan 

kabupaten siak diperoleh dengancara 

pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap 

dan pengeluaran yang bersifat 

memperpanjang masa manfaat atau 

memberi manfaat ke ekonomian dimasa 

yang akan datang dalam bentuk 

peningkatan kapasitas, mutu produksi, 

atau peningkatan standar kinerja. Dimana 

dalam penanganan dan prilaku akuntansi 

pemerintahan pada dinas pendidikan serta 

kebudayan kabupaten siak mempunyai 

perlakuan yang sama terhadap transaksi 

tersebut untuk kategori yang pertama 

perlakuan akuntansi, adalah dengan 

membebankan semua pengeluaran yang 

terjadi sebagai belanja pemeliharaan. 

alasannya adalah pengeluaran tersebut 

hanya bersifat agar aset tersebut dalam 

kondisi baik dan dapat digunakan dalam 

proses operasional entitas. Adapun aset 

tetap  yang dimiliki  Dinas  pendidikan dan 

kebudayaan Per tanggal 31 Desember 2017 

digambarkan sebagai berikut : 

 
 DaftarAset Tetap  

Dinas Pendidikan danKebudayaan 

Kabupaten Siak 

Periode 31 Desember 2017 
1.Tanah 

2. Peralatan dan 

mesin 

3. Gedung dan 

bangunan 

4. Aset tetap lainya 

 Jumlah  

Akumulasi 

penyusutan 

Jumlah 

Rp.    7.694.733.000 

Rp.    8.680.772.440 

Rp.    7.850.601.124 

Rp.       157.133.480 

Rp  24.273.990.291 

(Rp. 7.763.619.982) 

Rp. 16.619.620.062 

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Siak 

 
Daftar BiayaPerolehan 

Dinas Pendidikan danKebudayaan 

Kabupaten Siak 

Periode 31 Desember 2017 
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Perole

h 

Keselu

ruh 

Tah

un 
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h 
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Jumlah 
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Pemasa

ng 

1

. 

2

. 

CCT
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AC 

Stan

ding 
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5 

2.030.

000 

20.84

0.000 

8.120.

000 

104.20

0.000 

201

2 

201

7 

500.

000 

700.

000 

2.000.0

00 

3.500.0

00 

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Siak 
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Ada beberapa perlakuan asettetap 

pada dinas pendidikan dan kebudayaan 

kabupaten siak yang masih belum sesuai 

dengan PSAP Nomor 71 Tahun 2010 : 

1. Dinas membeli Unit/CCTV yang 

dibeli pada tanggal 14 juni 2012 dinas 

tercatat faktur belanja pembelian 

sebesar Rp. 2.030.000,- tanpa 

menambahkan biaaya pemasang 

peralatan sebesar Rp. 500.000,- di 

dalam perolehan dan dibebankan 

kedalam periode berjalan tersebut 

kedalam beban service atau 

pemeliharaan rutin, ( Lampiran 1 

DPA- SKPD 2012). 

2. Dinas membeli Unit/ AC Standing 

polytron yang dibeli tanggal 12 mei 

2017, dinas tercatat faktur belnja 

pembeli  sebesar Rp. 20.840.000,- 

tanpamenambahkan biayaa pemasang  

sebesar Rp. 700.000,-  di dalam 

perolehan dan dibebankan kedalam 

periode berrjalan tersebut kedalam 

beban service atau pemeliharaan rutin 

(Lampiran 2 DPA-SKPD 2017). 

3. Aset yang sudah habis masa 

periodenya tetapi masih digunakan 

dalam operasi kegiatan dinas dan 

dinas masih melakukan pengeluaran 

biaya pemeliharaan atas aset tetap 

tersebut. Salah satu nya, kendaraan 

Toyota (BM 233 S) sebesar Rp. 

80.000.000,- diperoleh pada tanggal 

15 mei 2007, disusut selama 7 tahun. 

Dan pada tahun 2013 sudah habis 

masa manfaat aset tersebut bernilai 

buku 0. Akan tetapi pada tahun 2014 

dinas masih dilakukan pengeluaran 

biaya pemeliharaan  kendaraan 

tersebut. Tanpa menambah masa aset 

tersebut , total biaya pemeliharaan dan 

perbaikan mobil tersebut pada tahun 

2014 adalah 5.000.000,-.  (Lampiran 3 

DPA-SKPD 2014). 

4. memiliki mobil yang diperoleh bulan 

oktober 2013 sebesar Rp. 206.590.000,- 

baru dalam pemakaian, namun 

penyusutn padaa tahun perolehnnya 

dihitung 1satu tahun penuh. Dampak.a 

yang terjadii, pembeban an penyusutn 

pada periode ter sebut terlalutinggi, 

akibat nya biaya perolehan yng 

dihasilkan paada periiode tersebut 

menjadi terlalu rendah , hal ini 

tercantum dalam Peraturan Bupati 

Nomor 43 Tahun 2015 “penyusutan 

dihitung 1 (satu) tahun meskipun baru 

di peroleh 1 (satu), atau 2 (dua) bulan 

atau  bahkan 2 (hari), diadakan pada 

april 2015 maka penyusutannya 

dihitung pada tahun 2015”. Dalam 

peraturan standar akuntansi pemerintah 

PSAP No.71 tahun 2010 “ penyusutn 

asset dimulai  pada saat asset tetap 

tersebut siap dipergunakan yaitu aset 

berada dilokasi dan kondisi yang siap 

gunakan sesuai dengan intansi 

pemerintahan, kecuali untuk aset yang 

masih dalam pengerjaan, penyusutan 

dimulai pada bulan selesainya 

pengerjaan aset tersebut”.  

5. Penghentian dan penghaapusan  asset 

tetap. diidalam daftar laporan keuangan  

asset tetap terdapat beeberapa masalah 

yang ditemu kan  yaitu padatahun 2002-

2016, sebesar Rp. 11.105.681.570,- 

terdapat aset dalam kondisi B 

(baik),yang masa manfaatnya sudah 

habis 0 (nol) namun masih dicantumkan 

kedalam daftar aset tetap tanpa dinilai 

kembali. tahun 2001-2012, sebesar Rp. 

787.866.200,- tercatat aset dalam 

kondisi KB (kurang baik) atau rusak,  

yang masa manfaatnya sudah habis 0 
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(nol) dan terdapat satu aset Supra X  

(BM 3905 S) tahun 2012 sebesar Rp. 

15.578.800,- masih ada tersisa masa 

umur 1 tahun dalam keadaan rusak 

namun masih tersajikan dalam laporan 

daftar aset tetap. kemudian Tahun 

2001-2012 tercatat sebesar Rp. 

2.231.415.400,- aset mengalami RB 

(rusak berat) yang masa manfaatnya 

sudah habis 0 (nol) dihentikan 

pemakaiannya akan tetapi tidak 

dilakukan pelepasan dan penghapusan 

di dalam neraca laporan keuangan aset 

tetap, sehingga hal tersebut tercatat 

sebagai kerugian. Menurut Peraturan  

PSAP No 71 Tahun 2010 dinyatakan 

sebagai suatu aset tetap yang 

dieliminasi dari neraca ketika 

dilepaskan atau bila aset tersebut 

secara permanen dihentikan 

penggunaannya dan tidak ada manfaat 

ekonomi masa yang akan datang. 

(Lampiran 5 Daftar Aset Tetap) 

        Berdasarkan paradigma 

penelitian yang telah dikemukakan diatas, 

maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitiann lebih lanjut dngan 

judulAnalisis Penerapan Akuntansi Aset 

Tetap Pada Dinas Pendidikan Dan 

Kebudayaan Kabupaten Siak. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

a. Pengertian Aset Tetap 

Aset adalah sumber daya ekonomi 

yang dikuasai dan dimiliki oleh 

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa 

masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi 

dan sosial dimasa depan diharapkan dapat 

diperoleh, baik oleh pemerintah maupun 

masyarakat, sertadapat diukur dalam 

satuan uang, termasuk sumber daya 

nonkeuangan yang diperlukan untuk 

penyediaan jasa bagi masyarakat umum 

dan sumber-sumber daya yang dipelihara 

karena alasan sejarah dan budaya. 

Aset tetap adalah aset yang nilainya 

paling besar dalam neraca suatu entitas, 

sehingga penyajian dan pengungkapan 

informasi aset tetap menjadi sangat penting 

dalam laporan keuangan suatu entitas. 

(deddi nordiawan,dkk;2012;229). 

Aset tetap adalah aset berwujud 

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 

12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau 

dimaksudkan untuk digunakan, dalam 

kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan 

oleh masyarakat umum. 

(fokusmedia;2011;169). 

 

b. Klasifikasi Aset Tetap 

Klasifikasi aset tetap merupakan 

membantu pengguna informasi dalam 

laporan keuangan atas nilai aset tetap 

sebanarnya, yaitu antara aset yang 

disusutkan dengan yang tidak bisa 

disusutkan.Suatu pemerintahan dapat 

mempunyai berbagai macam bentuk aset 

diantaranya seperti tanah, gedung, peralatan 

mesin serta aset tetaplainya sebagainya. 

Abdul Hafis tanjung (2018;185) 

dalam PSAP BA 07 paragraf 7 dinyatakan 

bahwa aset tetap diklafisikasikan 

berdasarkan kesamaan dalam sifat atau 

fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. 

 

c. Pengakuan Aset Tetap 

Aset tetap diakui pada saat manfaat 

ekonomi masa depan diperolehdan nilainya 

dapat diukur denganhandal. Pengakuan aset 

tetapsangat andal apabila asettetap tersebut 

telahditerima atau diserahkan kepada hak 

kepemilikannya atau pada saat 

penguasaannya berpisah. 

Dwi ratmono dan mahfud sholihin 

(2015;158) dalam buku nyamenyatakan 

aset tetap menurut PSAP 07 paragraf 4 

adalah aset berwujud yang mempunyai 

masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) 

bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan 

untuk digunakan dalam kegiatan 
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pemerintah dan dimanfaatkan oleh 

masyarakat umum. 

 

d. Pengukuran Aset Tetap 

Aset tetap yang dimiliki atau 

dikuasai oleh pemerintah harus dinilai 

atau diukur untuk dapat dilaporkan dalam 

neraca. MenurutSAP, aset tetap yang 

diperoleh atau dibangun secara swakelola 

dinilai dengan biaya perolehan. Secara 

umum, yang dimaksud dengan biaya 

perolehan adalah jumlah biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh asettetap 

sampai dengan asettetap tersebut dalam 

kondisi dan tempat yang siap untuk 

digunakan 

 

e. Penilaian Awal Aset Tetap 

Barang berwujud yang memenuhi 

kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset 

dan dikelompokkan sebagai aset tetap, 

pada awalnya harus diukur berdasarkan 

biiaya perolehn, bila asset diperoleh 

dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut 

adalah sebesar nilai wajar padasaat aset 

tersebut diperoleh. Suatu asset tetap 

mungkin diterima Pemerintah sebagai 

hadiah atau donasi.Sebagai contoh tanah 

mungkin dihadiahkan ke pemerintah oleh 

pengembang (developer) dengan tanpa 

nilai yang memungkinkan pemerintah 

untuk membangun tempat parkir, jalan, 

ataupun untuk tempat perjalanan kaki. 

Suatu aset juga mungkin diperolehtanpa 

nilai melalui pengimplementasikan 

wewenang yang dimiliki pemerintah 

sebagai contoh dikarenakan wewenang 

dan peraturan yang ada, pemerintah 

melakukan penyitaan atas sebidang 

tanahdan bangunn yang kemudian akan 

digunakan sebagai tempat operasi 

pemerintah. untuk kedua hal di atas asset 

tetap yang diperoleh harus dinilai 

berdasarkan nilai wajar pada saat aset 

tetap tersebut diperoleh. 

 

 

 

F. Penghentian dan pelepasan aset tetap 

Suatu asset tetap dieliminasi dari 

neraca ketika dilepaskan atau bilaaset 

secara permanen dihentikan penggunaannya 

dan tidakada manfaat ekonomi masa 

yangakan datang, asset yang secara 

permanen dihentikan atau dilepaskan harus 

dieliminasi dari neraca dan diungkapkan 

dalam cataatan atas laporan keuangaan, 

asset tetap yang dihentikan dari penggunan 

aktif pemerintah tidak memenuhi definisi 

asset tetap dan harus dipindahkan ke pos 

aset lainya sesuai dengan nilai tercatatnnya, 

aset tetap gedung jikaada pelepasan dicatat 

berdasarkan nilaibuku dan ditambah 

penyusutn (jika diketahui nilai 

penyusutannya). Nilai pelepasan aset tetap 

menggunakan sistem lelang, nilaipelepasan 

dicatat sebesar nilai wajar, tukar guling 

(ruislag) asset dicatat sebesar nilai wajar, 

masa waktu dapat dilakukan pelepasan 

asset tetap mengikuti peraturan perundang-

undangan yng berlaku. Untuk pelepasan 

semua peralatan pertanian, rumah tanga, 

alat audio dan komunikasi serta 

kedokteraan dapat dilakukan penghapusan 

secara berkala selama 5 tahun dari sejak 

diperoleh, peralatan yang rusak atau hilang 

dapat dilakukan pelepasan setelah 

dilakukan pemeriksaan fisik (stock opname) 

dengan berita acara. 

 

METODE PENELITIAN 

Dinas pendidikan dan kebudayaan 

kabupaten siak yaitu Analisis yang 

digunakan dengan permasalahan yang 

ditemukan adalah ananlisis deksriptif  

kualitatif yaitu dengan membandingkan 

kenyataan yang ada dengan teoriteori yang 

relevan dengan permasalahan yang dibahas 

dan selanjutnya membuat kesimpulan dan 

saran yang diperlukan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Penentuan harga perolehan 

Harga Perolehan adalah jumlah kas 

atau setara kas yangtelah dan yang 

masihwajib dibayarkan atau nilai wajar 

imbalan lain yang telah dan yang masih 

wajib diberikan untuk memperoleh suatu 

aset pada saat perolehan atau kontruksi 

sampai dengan aset tersebut dalam kondisi 

dan tempat yang siap untuk dipergunakan.  

Berdasarkan penelitian pada Dinas 

Pendidikan danKebudayaan Kabupaten 

Siak terdapat permasalahan sebagai 

berikut Dinas membeli Unit/CCTV yang 

dibeli pada tanggal 14 juni 2012 dinas 

tercatat faktur brlanja membeli sebesar 

Rp. 2.030.000,- tanpa menambahkan 

biiaya pemasanganperalatan sebesar Rp. 

500.000,- keedalam perolehan 

dandibebankan kdalam periode 

\berjalantersebut kedalam beban service 

atau pemeliharaan rutin, ( Lampiran 1 

DPA- SKPD 2012).  

 Pencatatan yang dilakukan dinas 

sebagai berikut : 

Biaya pemasangan Rp. 500.000,- 

 Kas Rp. 500.000,- 

Dengan tidak dicantumkan biaaya 

pemasang tersebudalam harga perolehn 

asset tetap, makaa akan menyebabkan 

nilai aset tetap yang disajikan dalam 

neracaa mengakibatkan kurangnya 

perolehan dalam periode berjalan tersebut. 

Seharusnya dinas memasukkan biaya 

pemasangan peralatan keedalam harga 

perolehan tersebut : 

Peralatan Unit/CCTV   Rp. 500.000,- 

 Kas Rp. 500.000,- 

Setelah biaya pemasangan peralatan 

dimasukkan kedalam harga perolehan 

makaa harga perolehaan asettetap tersebut 

menjadi Rp. 2.530.000,- 

Jurnal koreksii jika kesalahan ditemukan 

keedalam buku yang bersangkutan 2012 

adalah : 

Peralatan Unit/CCTV  Rp. 500.000,- 

Biaya Pemasangan Rp. 500.000,- 

Setelah biaaya pemasang dimasukan 

kedalam harga perolehan aset tetap yang 

disajikan dalam neraca akan bertambah 

besar dan harga perolehan menjadi lebih 

besaar. 

Bertambah nya harga perolehan asset tetap 

akan berpengaruh pada perhitungan 

penyusutan. 

Perrhitungan ulang penyusutan asset tetap 

tersebut untuk tahun 2012 yaitu : 

Rp. 2.530.000 x 10% x 5/12 (lima bulan 

pakai) = Rp. 105.417,- 

Jurnal yang harus dibuat dinas yaitu : 

Beban penyusutan peralatan  Rp. 105.417,-

Akumulasi penyusutan peralatanRp. 

105.417,- 

Jurnal yang harusdibuat dinas yaitu : 

Rp. 2.530.000 x 10% x 5/12 (beban setelah 

koreksii) = Rp. 105.417,- 

Rp. 2.030.000 x 10% x 5/12 (beban 

sebelum koreksi) = Rp. 84.583,- 

Jurnal koreksi kesalahaan yangdibuat dinas 

untuk tahun berjalan : 

Akumulasi penyusutan peralatan  Rp. 

20.833,- 

Beban penyusutan peralatanRp. 20.833,- 

Jiika kesalahan ini dikoreksi seteelah tutup 

buku maka jurnal pembetulan yang harus 

dibuat dinas yaitu : 

Akumulasi penyusutan peralatan  Rp. 

20.833,- 

Perolehan ditahan Rp. 20.833,- 

Apabila dinas tidak memasukkan semua 

biaya yang dikeluarkan kedalam biaya 

perolehan yang siap untuk digunakan, maka 

jumlah asset tetap yang diperoleh dinas 

dalam laporan keuangan lebih kecil (under 

value)dari yang seharusnya. Hal ini 

mengakibatkan besarnya nilai akumulasi 

penyusutan yang diperoleh dalam neraca 

lebih kecil atu bukan nilai yang seharusnya 

untuk setiap asset tetap. 

Permasalahan kedua dalam penelitian pada 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Siak terdapat permasalahn 

sebagai berikut Dinas membeli Unit/ AC 

Standing polytron yang dibeli tanggal 12 
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mei 2017, dinas mencatat faktur 

pembelian sebesar Rp. 20.840.000,- tanpa 

menambah kan biaya pemasangn sebesar 

Rp. 700.000,-  kedalam perolehan dan 

dibeban kan dedalam periode berjalan 

tersebut keedalam beban service atau 

pemeliharan rutin (Lampiran 2 DPA-

SKPD 2017).  

 Pencaatatan yang dilakukan dinas 

sebagai berikut : 

Biaya pemasangan   Rp. 700.000,- 

 Kas Rp. 700.000,- 

Dengan tidak dicantumkan biaya 

pemasangan tersebut dalam harga 

perolehan asset tetap, maka akan 

menyebabka nnilai asset tetap yang 

disajikan dalam neraca mengakibatkan 

kurangnnya perolehan dalam periode 

berjalan tersebutt. 

Seharusnnya dinas memasukan biaya 

pemasangan peralataan kedalam harga 

perolehaan tersebut : 

Unit/ AC Standing polytron   Rp. 

700.000,- 

 Kas Rp. 700.000,- 

Setelaah biaya pemasangan peralatan 

dimasukan kedalam harga perolehaan 

maka harga perolehan asset tetap tersebut 

menjadi Rp. 21.540.000,- 

Jurnal koreksi jika kesalahan ditemu kan 

kedalam buku yang bersangkutan 2017 

yaitu : 

Unit/ AC Standing polytron   Rp. 

700.000,- 

Biaya Pemasangan Rp. 700.000,- 

Setelah biaya pemasangan dimasukan 

kedalam harga perolehaan aset tetap yang 

disajikan kdalam neraaca akan bertambah 

besar dan harga perolehan menjadi lebih 

besar. 

Bertambahnya harga perolehaan asset 

tetap akan berpengaruh pada perhitungan. 

Perhitungan ulang penyusutan asset tetap 

ter sebut untuk tahun 2012 yaitu : 

Rp. 21.540.000x 10% x 5/12 (lima bulan 

pakai) = Rp. 897.500,- 

Jurnal yang harusdibuat dinas yaitu : 

Beban penyusutan peralatanRp. 897.500,- 

Akumulasi penyusutan  Rp. 897.500,- 

Jurnal yang harus pembetulan dinas yaitu : 

Rp. 21.540.000 x 10% x 5/12 (beban 

setelah koreksi)  = Rp. 897.500,- 

Rp. 20.840.000 x 10% x 5/12 (beban 

sebelum koreksi) = Rp.868.333,- 

Jurnal pembetulan kesalahan yang dibuat 

dinas untuk tahun berjalan : 

Akumulasi penyusutan peralatan Rp. 

29.167,- 

Beban penyusutanperalatan Rp. 29.167,- 

Jika kesalahan ini dikoreksi setelah tutup 

buku makaa jurnal pembetulan yang harus 

dibuat dinas yaitu : 

Akumulasi penyusutan peralatan  Rp. 

29.167,- 

Perolehan ditahan Rp. 29.167,- 

 Apabiladinas tidak memasukkan 

semua biaya yang dikeluarkan 

kedalambiaya perolehan yang siap untuk 

digunakan, maka jumlah aset tetap yang 

diperoleh dinas dalam laporan keuangan 

lebih kecil (under value)dari yang 

seharusnya. Hal ini mengakibatkan 

besarnya nilai akumulasi penyusutan yang 

diperoleh dalam neraca lebih kecil atau 

bukan nilai yang seharusnya untuk setiap 

aset tetap. 

b. Penentuan masa manfaat 

  Masa Manfaatadalah periode suatu 

aset diharapkan digunakan aktivitas 

pemerintahan dan pelayanan publik atau 

jumlah produksi atau unit serupa yang 

diharapkan diperoleh dari aset untuk 

aktivitas pemerintahan dan pelayanan 

publik. 

Berdasarkan penelitian pada Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Siak terdapat permasalahan sebagai berikut 

Aset yangsudah habis masa periodenya 

tetapi masih digunakan dalam operasi 

kegiatan dinas dan dinas masih melakukan 

pengeluaran biaya pemeliharaan atas 

asettetap tersebut. Salah satu nya, 

kendaraan Toyota (BM 233 S) sebesar Rp. 

80.000.000,- diperoleh pada tanggal 15 mei 

2007, disusutselama 7 tahun. Dan pada 

tahun 2013 sudah habismasa manfaat aset 
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tersebut bernilai buku 0. Akan tetapi pada 

tahun 2014 dinas masih dilakukan 

pengeluaran biaya pemeliharaan 

kendaraan tersebut. Tanpa menambah 

masa aset tersebut , total biaya 

pemeliharaan dan perbaikan mobil 

tersebut pada tahun 2014 adalah 

5.000.000,-.  (Lampiran 3 DPA-SKPD 

2014). 

Pencatatan yang dilakukan dinas sebagai 

berikut : 

Toyota (BM 233 S)     Rp. 80.000.000,- 

 Kaas Rp. 80.000.000,- 

Dinas dalam melakukan 

penyusutan Toyota (BM 233 S) diperoleh 

pada tahun 2007 disusutkan selama 7 

tahun dari masa pemakaian awal tahun 

2007 sampai dengan tahun 2013 sehingga 

Perhitungan ulang penyusutan aset tetap 

setiap pertahunnya  yaitu :  

Beban penyusutan Toyota (BM 233 S) = 

Rp. 80.000.000,-       7  Tahun = Rp.  

11.428.571,- per tahun 

Jornal yang harus pembetulan dinas yaitu : 

Beban penyusutan Rp. 11.428.571,- 

Akumulasi penyusutan  Rp. 11.428.571,- 

Maka penyusutaannya yaitu : 

Tahun 2007 = Akumulasi Penyusutaan = 

(2007-2007+1 x Rp. 11.428.57 = Rp. 

11.428.571,- 

Jurnal yang harus pembetulan dinas yaitu : 

Beban penyusutan Rp. 11.428.571,- 

Akumulasi penyusutan Rp. 11.428.571,- 

Jumlah Kas tahun2007 = Rp. 80.000.000 

– Rp. 11.428.571 = Rp. 68.571.429,- 

Jurnal yang harus dibuat pembetulan dinas 

yaitu :Akumulasi Penyusutan 

Rp.68.571.429,- 

 Kas Rp. 68.571.429,- 

Tahun 2008 = Akumulasi Penyusutan = 

(2008-2007+2 x Rp. 11.428.571)= Rp. 

22.857.144,- 

Jornal yangharus dibuat pembetulan dinas 

yaitu : 

Beban penyusutan Rp. 22.857.144,- 

Akumulasi penyusutanRp. 

22.857.144,- 

Jumlah Kastahun 2008= Rp. 80.000.000 – 

Rp. 22.857.144  = Rp. 57.142.856,- 

Jurnal yang harus dibuatpembetula dinas 

yaitu :Akumulasi Penyusutan Rp. 57.142.85 

 Kas Rp. 57.142.856,- 

Tahun 2009 = AkumulasiPenyusutan = 

(2009-2007+3 x Rp. 11.428. = Rp. 

34.285.716,- 

Jurnal yang harus dibuat pembetulan dinas 

yaitu : 

Beban penyusutan Rp. 34.285.716,- 

 Akumulasi penyusutan         Rp. 

34.285.716,- 

Jumlah Kas tahun 2009 = Rp. 80.000.000 – 

Rp. 34.285.716 = Rp. 45.714.284,- 

Jurnalyang harus dibuat dinas adalah : 

Akumulasi Penyusutan   Rp. 45.714.284,- 

   Kas  Rp. 45.714.284,- 

Tahun 2010 =AkumulasiPenyusutan = 

(2010-2007+4 x Rp. 11.428.571) = Rp. 

45.714.288,- 

Jurnal yang harus dibuat dinas yaitu : 

Beban penyusutan Rp. 45.714.288,- 

Akumulasi penyusutan  Rp. 45.714.288,- 

Jumlah Kas tahun 2010 = Rp. 80.000.000 – 

Rp. 45.714.284 = Rp. 34.285.712,- 

Jurnal yang harus dibuat dinas yaitu 

:Akumulasi Penyusutan Rp. 

34.285.712,- 

      Kas          Rp. 34.285.712,- 

Tahun 2011 = Akumulasi Penyusutan = 

(2011-2007+5 x Rp. 11.428.571) 

= Rp. 57.142.861,- 

Jurnal yang harus dibuat dinas yaitu : 

Beban penyusutan Rp. 57.142.861,- 

Akumulasi penyusutan  Rp. 57.142.861,- 

Jumlah Kastahun 2011 = Rp. 80.000.000 – 

Rp. 57.142.861,- = Rp. 22.857.140,- 

Jurnal yang harusdibuat dinas adalah 

:Akumulasi Penyusutan Rp. 

22.857.140,- 

Kas      Rp. 22.857.140,- 

Tahun 2012 = AkumulasiPenyusutan = 

(2012-2007+6 x Rp. 11.428.571 = Rp. 

68.571.433,- 

Jurnal yang harus dibuat dinas adalah : 

Beban penyusutan Rp. 68.571.433,- 
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Akumulasi penyusutan  Rp. 

68.571.433,- 

Jumlah Kas tahun 2012 = Rp. 80.000.000 

– Rp. 68.571.433,- = Rp. 11.428.567,- 

Jurnal yang harusdibuat dinasadalah 

Akumulasi Penyusutan Rp. 

11.428.567,- 

Kas  Rp. 11.428.567,- 

Tahun 2013 = AkumulasiPenyusutan = 

(2013-2007+7 x Rp. 11.428.571) =Rp. 

80.000.000,- 

Jurnal yang harus dibuat dinas adalah 

:Beban penyusutan   

Rp. 80.000.000,- 

Akumulasipenyusutan   Rp. 

80.000.000,- 

Jumlah Kas tahun 2013 = Rp. 80.000.000 

– Rp. 80.000.000,- = Rp. 0,- 

Jurnal yang harus dibuat dinas adalah 

:AkumulasiPenyusutan Rp. 0,- 

  Kas     Rp. 0,- 

Dinas dalam melakukan penyusutan 

setahun penuh, menyebabkan nilai buku 

aset di neraca untuk tahunberikut 

dibukukan menjadi rendah per tahunnya. 

Pada tahun 2014 dinas masih memelihara 

dan memperbaiki mobil tersebut dengan 

biaya service Rp. 5.000.000,- dan tidak 

memasukkan ke biaya pemasangan 

peralatan kedalam harga perolehan 

tersebut : 

Jurnal yang harus dibuatadalah : 

Toyota (BM 233 S) Rp. 5.000.000,- 

Kas    Rp. 5.000.000,- 

 

c.  Penyusutan Aset Tetap 

Penyusutan Aset Tetap adalah 

bentuk pengalokasian hargaperolehan 

aktiva tetap sebagai beban periode 

akuntansi dalam masa manfaat aktivatetap 

tersebut penyusutan untuk periode 

akuntansi dibebankan kependapatan baik 

secara langsung maupun tidak 

langsung.Berdasarkan penelitianpada 

Dinas Pendidikan danKebudayaan 

Kabupaten Siak terdapat permasalahan 

sebagai berikut Dinas memiliki mobilyang 

diperoleh bulan oktober 2013sebesar Rp.  

206.590.000,- baru dalam pemakaiian, 

namun penyusutn pada tahun 

perolehaannya dihitung satu tahun penuh. 

Dampak yang terjadi, pembebanan 

penyusutan pada periode tersebut terlalu 

tinggi, akibatnya biaya perolehan yang 

dihasilkan pada periode tersebut menjadi 

terlalu rendah, hal ini tercantum dalam 

Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 

“penyusutan dihitung 1 (satu) tahun 

meskipun baru di peroleh 1 (satu), atau 2 

(dua) bulan atau  bahkan 2 (hari), diadakan 

pada april 2015 maka penyusutannya 

dihitung pada tahun 2015”. Dalam 

peraturan standar akuntansi pemerintah 

PSAP No.71 tahun2010 “ penyusutan aset 

dimulai  pada saat aset tetap tersebut siap 

dipergunakan yaitu aset berada dilokasi dan 

kondisi yang siap gunakan sesuai dengan 

intansi pemerintahan, kecuali untuk aset 

yang masih dalam pengerjan, penyusutn 

dimulai pada bulan selesainya Pengerjaan 

aset tersebut”. Harga perolehan mobil 

sebesar Rp.  206.590.000,- taksiran 

ekonomis asettersebut adalah 7 tahun. 

Besarnya penyusutan aset tetap yang 

diperhitung kan perusahan yaitu sebagai 

berikut : 

Beban penyusutanmobil=  

Rp.  206.590.000,- 

7 Tahun= Rp.29.512.857,- per tahun 

Sedangkanpenyusutan 5 bulan  =5 x 

29.512.857 = Rp. 7.378.214,-  

Beban penyusutanmobil untuk tahun 

2013yang seharusnya dibeban kan yaitu 

sebesar Rp. 7.378.214,- tetapi pada dinas, 

beban penyusutan untuk tahun 2013 yaitu 

sebesar Rp.29.512.857,- 

Jurnal yang dibuat dinas untuk penyusutan 

mobil yaitu : 

Beban penyusutan mobil     Rp. 29.512.857 

Akumulasi Penyusutan mobil Rp. Rp. 

29.512.857,- 

Jurnal yang seharusnya untuk penyusutan 

mobil pick up yaitu sebagai berikut : 

Beban penyusutan mobil    Rp. 7.378.214,- 

Akumulasi Penyusutan mobil    Rp. 

7.378.214,- 
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Dinas dalam melakukan 

penyusutan 1tahun penuh, menyebabkan 

nilai buku aset di neraca untu tahun 

berikutnya dibukukan menjadi rendah 

sebagai akibat dari perhitungan akumulasi 

penyusutan yang terlaluu tinggii. 

Perbebanan biaya penyusutn yang terlalu 

tinggi mengakibatkan perolehan dinas 

pada tahun 2013 dilaporkan kurang 

sejumlah Rp. 22.134.643,- yang diperoleh 

dari (Rp. 29.512.857 - Rp. 7.378.214). 

Maka seharusnya jurnal pembetulan yang 

dibuat oleh dinas yaitu : 

Akumulasi Penyusutan mobilRp. 

22.134.643,- 

Beban penyusutan  mobil      Rp. 

22.134.643,- 

Perbedaan perhitungan yang 

dilakukan oleh dinas sangat bertentangan 

dengan PSAP No.71 tahun 

2010.Akibatnya dalam laporan perolehan 

yang dilaporkan dinas pada periode 

tersebutkan menjadi lebih rendah.Hal ini 

terjadi karena perbebanan penyusutan 

terlalu tinggi, sedangkan asettetap yang 

dibukukan terlalu rendah.Ketidaktepatan 

ini disebabkan karena akumulasi 

penyusutan terlalu tinggi yang 

menyebabkan nilai pada aset tetap 

menjadi rendah danjuga mengurangi 

perolehan pada periode akumulasi yang 

bersangkutan, serta nilai buku neraca 

menjadi rendah. 

Perhitungan ulang penyusutan aset tetap 

tersebut untuk 3 bulan adalah : 

Rp. 206.590.000 x 10% x 3/12 (tiga bulan 

pakai) = Rp. 5.164.750,- 

Jurnal yang harus dibuat dinasadalah : 

Beban penyusutan peralatan  Rp. 

5.164.750,- 

Akumulasi penyusutan peralatanRp. Rp. 

5.164.750,- 

Perhitungan ulang penyusutan asettetap 

tersebut untuk 12Bulan adalah : 

Rp. 206.590.000 x 10% x 12/12 (tiga 

bulan pakai) = Rp. 20.659.000,- 

Jurnal yang harus dibuat dinas adalah : 

Bebanpenyusutan peralatan  Rp. 

20.659.000,- 

Akumulasi penyusutan peralatan Rp. 

20.659.000,- 

Penyesuaian penyusutan asettetap 

dilakukan dengan berbagai metode yang 

sistematis sesuai dengan masa manfaat. 

Metode penyusutan yang digunakan harus 

dapat mengambarkan manfaat ekonomik 

atau jasa service pontesial yang akan 

mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan 

untuk masing-masing periode diakui 

sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap 

dan diinvestasikan dalam Aset Tetap. 

Sehingga masa manfaat yang terlalu cepat 

bulannya yaitu 3 bulan pemakaian akan 

mempengaruhi nilai manfaat mobil 

tersebut. 

d. Penghentian dan penghapusan  aset tetap 

Suatu aset tetap dieliminasi dari 

neraca ketika dilepaskan atau bila aset 

secara permanen dihentikan penggunaannya 

dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang 

akan datang, aset yang secara permanen 

dihentikan atau dilepaskan harus 

dieliminasi dari neraca dan diungkapkan 

dalam catatan atas laporan keuangan, aset 

tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif 

pemerintah tidak memenuhi definisi asset 

tetap dan harus dipindah kan ke pos asset 

lainya sesuai dengan nilaii tercatatnnya, 

aset tetapgedung jikaada pelepasan dicatat 

berdasarkan nilaibuku dan ditambah 

penyusutaan (jika diketahui nilai 

penyusutannya). Nilaipelepasan aset tetap 

menggunakan sistem le\lang, nilai 

pelepasan dicatat sebesar nilai wajar, tukar 

guling (ruislag) aset dicatat sebesar 

nilaiwajar, masa waktu dapat dilakukan 

pelepasan asset tetap mengikuti peraturan 

perundang-undangan yang berlakuu. 

Berdasarkan penelitian pada Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Siak terdapat permasalahan sebagai berikut 

Penghentian dan penghapusan  asset tetap. 

didalam daftar laporan keuangan  aset tetap 

terdapat beberapa masalah yang ditemukan 

pada Dinas yaitu pada tahun 2002-2016, 
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sebesar Rp. 11.105.681.570,- terdapat aset 

dalam kondisi B (baik), yang masa 

manfaatnya sudah habis 0 (nol) namun 

masih dicantumkan kedalam daftar aset 

tetap tanpa dinilai kembali. tahun2001-

2012, sebesaar Rp. 787.866.200,- tercatat 

aset dalam kondisi KB (kurang baik) atau 

rusak,  yang masa manfaatnya sudah habis 

0 (nol) dan terdapat satu aset Supra X  

(BM 3905 S) tahun 2012 sebesar Rp. 

15.578.800,- masih ada tersisa masa umur 

1 tahun dalam keadaan rusak namun 

masih tersajikan dalam laporan daftar aset 

tetap. kemudian Tahun 2001-2012 tercatat 

sebesar Rp. 2.231.415.400,- aset 

mengalami RB (rusak berat) yangmasa 

manfaatnya sudah habis 0 (nol) dihentikan 

pemakaiannya akan tetapi tidak 

dilakukanpelepasan dan penghapusan di 

dalam neraca laporan keuangan aset tetap, 

sehingga hal tersebut tercatat sebagai 

kerugian. Menurut Peraturan  PSAP No 

71 Tahun 2010 dinyatakan sebagai suatu 

asset tetap yang dieliminasi dari neraca 

ketika dilepaskan atau bila aset tersebut 

secara permanen dihentikan 

penggunaannya dan tidak ada manfaat 

ekonomi masa yang akan datang. 

(Lampiran 5 Daftar Aset Tetap). 

Pada permasalahan diatas terdapat 

berbagai permasalahan aset dimana asset 

yang sudah rusak dan kurang baik 

kondisinya seharusnya dieliminasi dan 

dilepaskan secara permanen dan tidak 

dipergunakan dan dimasukan ke jurnal 

pelaporan aset tetap. Tetapi pada 

dinasTahun 2001-2012 tercatat sebesar 

Rp. 2.231.415.400,- asetmengalami RB 

(rusak berat) yang masa manfaatnya sudah 

habis 0 (nol) dihentikan pemakaiannya 

akan tetapi tidak dilakukan pelepasan dan 

penghapusan di dalam neraca laporan 

keuangan aset tetap, sehingga hal tersebut 

tercatat sebagai kerugian. 

 

 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Siak merupakan salah satu 

Kantor Dinas yang terletak di Siak Sri 

Indrapura dengan berada di bawah naungan 

Pemerintahan Kabupaten Siak. 

 Dalam melaksanakan aktivitas – 

aktivitas yang dilakukan Dinas tersebut 

yang diperlukan sebagai suatu sistem 

pelaksanaan pengelolaan aset tetap yang 

sesuai memenuhi unsur-unsur pelaksanaan 

yang benar. Sehubungan dengan itu maka 

Penulis telah menguraikan pada bab-bab 

sebelumnya. Maka berikut ini penulis dapat 

mencoba menarik suatu kesimpulan sebagai 

berikut : 

a.     Kesimpulan 

1.  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Siak dalam melakukan 

perolehan aset dilakukan dengan 

pembelian tunai.pembelian dengan 

harga perolehan yang dicatat dengan 

harga faktur dan tidak menambahkan 

biaya-biaya pengeluaran lainnya yang 

dapat diartribusikan langsung sehingga 

hal tersebut tidak sesuai dengan 

peraturan standar akuntansi pemerintah 

PSAP No. 71 Tahun 2015. 

2.  Pada penetapan masa manfaat aset 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupeten Siak mendapati masih 

melakukan pencatatan pemeliharaan 

pada aset dalam melakukan kegiataan 

dinas yang mana aset tersebut sudah 

habis masa manfaatnya akan tetapi 

masih dilakukan pengeluaraan biaya-

biaya sehingga menambah harga 

perolehan aset tersebut. 

3.  Dalam perhitungan penyusutan Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Siak terdapat perhitungan 

aset tetap yang tidak sesuai yaitu 

perhitungan aset yang dilakukan satu 

tahun penuh pada aset yang mana aset 

tersebut sudah 3 bulan pemakaian hal 

ini akibatnya biaya perolehan yang 

dihasilkan pada periode tersebut 

menjadi terlalu rendah. 
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4.  Pada Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Siak dalam 

pencatatan laporan keuangan aset 

tetap masih terdapat aset-aset yang 

masa manfaatnya sudah berakhir dan 

tidak mempunyai nilai ekonomi 

dikarena aset mengalami rusak dan 

tidak dapat digunakan lagi. Akan 

tetapi dinas tidak melakukan 

penghentian dan penghapusan aset 

tersebut sehingga hal tersebut tercatat 

sebagai kerugian.  

 

b.    Saran - Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka 

Penulis dapat mengemukakan beberapa 

saran sebagai bahan masukan bagi pihak 

Dinas dalam perbaikkan pada masa yang 

akan datang. Saran-saran tersebut adalah : 

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Siak sebaiknya lebih 

terpadu pada Peraturan Standar 

Akuntansi Pemerintah (PSAP) dalam 

menentukan harga perolehan agar aset 

dapat memasukkan semua biaya-

biaya yang dapat diatribusikan 

langsung sehingga dapat siap 

dipergunakan. 

2. Dinas sebaiknya dalam penentuan 

masa maanfaat aset lebih mengacu 

pada Peraturan Standar Akuntansi 

Pemerintah (PSAP) karena biaya 

pemeliharaan masa aset yang 

dikeluarkan dan kondisi aset yang 

sudah habis masa manfaatnya, akan 

mengakibatkan laporan keuangan 

yang disajikan kurang wajar dalam 

penyajian laporan keuangan yang 

sebenarnya. 

3. Dalam melakukan perhitungan 

penyusutan sebaiknya dinas 

menghitung berdasarkan tanggal atau 

bulan pada saat perolehan aset 

tersebut. Sehingga pada melakukan 

pencatatan beban penyusutan dan 

nilai akumulasi penyusutan aset tetap 

dapat disajikan dalam laporan 

keuangan sehingga menujukkan nilai 

wajar saat periode berjalan. Dengan 

menyesuaikan pada Peraturan Standar 

Akuntansi Pemerintah (PSAP). 

 

Dalam laporan keuangan aset tetap 

di Dinas Pedidikaan dan Kebudayaan 

Kabupaten Siak banyak terdapat aset yang 

tidak memiliki nilai ekonomis dikarena 

rusak atau tidak dapat digunakan lagi, 

seharusnya dinas melakukan penghapusan 

dan penghentian aset sesuai dengan 

Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah 

(PSAP) yang menjelaskan tentang 

penghentian aset tetap tersebut. 
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